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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bln.

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 
Pengadilan  Negeri  Batulicin  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam

perkara permohonan atas nama:

MURHAYATI,  Tempat lahir  di  Negara,  Tanggal  lahir  19 Desember 1993,

Jenis  Kelamin  Perempuan,  Alamat  Jalan  Propinsi

Nomor 07 RT 003 RW 002 Kelurahan Mulya Makmur

Kecamatan  Satui  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  Agama

Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

 Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

 Setelah mendengarkan Pemohon;

 Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal,

2 JuLi 2019  yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri  Batulicin

pada  tanggal  9  JuLi  2019  di bawah  register  nomor 92/Pdt.P/2019/PN Bln.

mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai MURHAYATI, lahir di Hulu Sungai

Selatan pada tanggal 19 Desember 1993 anak ke satu, Perempuan dari

suami isteri  bernama LAHMAN dan ERNAWATI, berdasarkan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor. 474.1/680/IS/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,

tanggal 29 April 2008 ;

2. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Satiung Kabupaten

Tanah Bumbu,  Nomor. Mi  10/21/02/PP.01.1/0031/2005 yang dikeluarkan

oleh Kepala Sekolah Madrasah MIN Satiung, tanggal 30 Juni 2005, nama

pemohon tercatat MURHAYATI lahir di  NAGARA ;

3. Bahwa  berdasarkan  Ijazah  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  Tambak  Bitin

Negara,  Nomor.  Mts.034/17.06/PP.01.1/099/2008,  yang  dikeluarkan  oleh
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Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tambak Bitin  Negara,  tanggal  23

Juni 2008, nama pemohon tercatat MURHAYATI lahir di  NAGARA ;

4. Bahwa  berdasarkan  Ijazah  Sekolah  Mengengah  Atas  Negeri  1  Satui

Kabupaten  Tanah  Bumbu,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Sekolah  SMA

Negeri  1  Satui  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  tanggal  16  Mei  2011,  nama

pemohon tercatat MURHAYATI lahir di  NAGARA ;

5. Bahwa  berdasarkan  Ijazah  Sarjana  Universitas  Lambung  Mangkurat,

Nomor.  61469/UN8/SP.01/S1/2015,  yang  dikeluarkan  oleh  Rektor

Universitas  Lambung  Mangkurat,  tanggal  7  September  2015,  nama

pemohon tercatat MURHAYATI lahir di  NAGARA ;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tempat lahir Pemohon dari

HULU SUNGAI  SELATAN sesuai  dengan  yang  tercatat  di  Kutipan  Akta

Kelahiran  pemohon  Nomor.  474.1/680/IS/2008  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tanggal 29 April 2008, menjadi NAGARA ;

7. Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah  NAGARA sesuai yang

tertera  di  Ijazah  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  Satiung  Kabupaten  Tanah

Bumbu,  Nomor. Mi 10/21/02/PP.01.1/0031/2005, dikeluarkan oleh Kepala

Sekolah  Madrasah  MIN  Satiung,  Ijazah  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri

Tambak Bitin Negara, Nomor. Mts.034/17.06/PP.01.1/099/2008, dikeluarkan

oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tambak Bitin Negara, Ijazah

Sekolah  Mengengah  Atas  Negeri  1  Satui  Kabupaten  Tanah  Bumbu,

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri  1  Satui  Kabupaten Tanah

Bumbu,  dan  Ijazah  Sarjana  Universitas  Lambung  Mangkurat,  Nomor.

61469/UN8/SP.01/S1/2015, dikeluarkan oleh Rektor Universitas Lambung

Mangkurat ;

8. Bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan

akta Kelahiran karena ketidaktahuan pemohon ;

9. Bahwa pergantian tempat lahir pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon,

Pemohon  mohonkan  agar  memberikan  kepastian  bagi  Pemohon  dalam

berurusan  termasuk  dalam  hal  data  diri  pemohon  dan  keperluan  serta

keseragaman adminstrasi bagi Pemohon nantinya ;

10.Bahwa permohonan Pemohon ini  tidak bertentangan dengan norma dan

kebudayaan Indonesia ;

11. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pergantian tempat lahir pemohon

tersebut  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Terkait dapat terealisir dengan penetapan Pengadilan Negeri.
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Bahwa  atas  dasar  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  pemohon

mengharapkan agar hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan Menurut Hukum, bahwa pergantian tempat lahir pemohon dari

semula  HULU SUNGAI  SELATAN,  sebagaimana  tercatat  dalam Kutipan

Akta Kelahiran pemohon Nomor. 474.1/680/IS/2008 yang dikeluarkan oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Hulu  Sungai

Selatan, tertanggal 29 April 2008, diganti menjadi NAGARA adalah sah ; 

3.  Memerintahkan  kepada  pemohon  untuk  mengirimkan  salinan  resmi

penetapan  ini  kepada  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten  yang  terkait,  selanjutnya  untuk  dicatat  adanya  pergantian

tempat lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan ;

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat

permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K: 6310045912930004 atas

nama Murhayati, tertanggal 30 Januari 2013 (bukti P-1);

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga, atas  nama kepala keluarga Lahman, nomor

6310042103120276 tertanggal 2 Juli 2018 (bukti P-2);

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  No.  474.1/680/IS/2008  atas  nama

Murhayati, tertanggal 29 April 2008 (bukti P-3);

4. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah No.

555/Kua.17.05.4/PW.01/06/2019  antara  Lahman  dengan  Irnawati,

tertanggal 24 Juni 2019 (bukti P-4);

5. Fotokopi  Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri  Satiung Kabupaten Tanah

Bumbu,  Nomor. Mi 10/21/02/PP.01.1/0031/2005, atas nama  Murhayati

(bukti P-5);

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi  Ijazah  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  Tambak  Bitin  Negara,

Nomor. Mts.034/17.06/PP.01.1/099/2008 atas nama  Murhayati (bukti  P-

6); 

7. Fotokopi  Ijazah  Sekolah  Mengengah  Atas  Negeri  1  Satui  Kabupaten

Tanah Bumbu atas nama Murhayati (bukti P-7); 

8. Fotokopi  berdasarkan Ijazah Sarjana Universitas Lambung Mangkurat,

Nomor. 61469/UN8/SP.01/S1/2015 atas nama Murhayati (bukti P-8); 

9. Fotokopi  Surat Kenal Lahir atas nama Murhayati yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Makmur Mulia tertanggal 8 Juli 2019 (bukti P-9); 

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah

dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk

selanjutnya  bukti  surat  tersebut  dilampirkan  dalam  berkas  permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa  Pemohon di persidangan mengajukan  Saksi-Saksi

sebagai berikut:

1. Saksi  Lahman  dibawah  sumpah pada  pokoknya  menerangkan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Ayah kandung dari

Pemohon;

 Bahwa Saksi  menikah dengan Irnawati  pada tanggal  4 Desember

1992 dan dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Murhayati

dan Fitriani ;

 Bahwa  Pemohon  dilahirkan  pada  tanggal  19  Desember  1993  di

Nagara;

 Bahwa  tempat lahir  Pemohon yang tercatat di  dalam kutipan akta

kelahiran  Pemohon  adalah  Hulu  Sungai  Selatan  berbeda  dengan

yang  tercatat  di  ijazah sekolah dan ijazah sarjana milik  Pemohon

yaitu Nagara ;

 Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Nagara ;

 Bahwa  Nagara  adalah  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Hulu

Sungai Selatan;

 Bahwa Pemohon  mengajukan Permohonan ini karena  berkeinginan

merubah tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat di dalam
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kutipan akta kelahiran Pemohon, semula tertulis Hulu Sungai Selatan

dirubah menjadi Nagara;

 Bahwa  Tujuan  Pemohon  mengajukan  permohonan  mau  merubah

tempat  kelahiran  Pemohon  yang  ada  di  dalam  akta  kelahiran

Pemohon  untuk  mendapatkan  penetapan  di  Pengadilan  Negeri

supaya  dapat  dicatat  dalam  perubahan  Kutipan  Akta  Kelahiran

Pemohon  untuk  memberikan  kepastian  bagi  Pemohon  dalam  hal

data diri  Pemohon dan keperluan adminstrasi bagi  Pemohon dalam

melamar pekerjaan dan menikah nantinya;

 Permohonan  Pemohon  ini  tidak  bertentangan  dengan  moral  dan

kebudayaan  Indonesia,  karena  itu  Saksi  berharap  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan  tidak

keberatan;

2. Saksi  Nurul  Fatimah  dibawah  sumpah pada  pokoknya  menerangkan

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai rekan kerja Pemohon;

 Bahwa  nama  orang  tua  kandung  Pemohon  adalah  Lahman  dan

Irnawati ;

 Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon ;

 Bahwa  Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau tempat lahir

Pemohon yang  tercatat  di  dalam kutipan akta kelahiran Pemohon

adalah Hulu Sungai Selatan berbeda dengan yang tercatat di ijazah

sekolah dan ijazah sarjana milik Pemohon yaitu Nagara ;

 Bahwa menurut Pemohon tempat lahir Pemohon yang benar adalah

Nagara ;

 Bahwa  Nagara  adalah  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Hulu

Sungai Selatan;

 Bahwa Pemohon  mengajukan Permohonan ini karena  berkeinginan

merubah tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat di dalam

kutipan akta kelahiran Pemohon, semula tertulis Hulu Sungai Selatan

dirubah menjadi Nagara;

 Bahwa  Tujuan  Pemohon  mengajukan  permohonan  mau  merubah

tempat  kelahiran  Pemohon  yang  ada  di  dalam  akta  kelahiran

Pemohon  untuk  mendapatkan  penetapan  di  Pengadilan  Negeri
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supaya  dapat  dicatat  dalam  perubahan  Kutipan  Akta  Kelahiran

Pemohon  untuk  memberikan  kepastian  bagi  Pemohon  dalam  hal

data diri  Pemohon dan keperluan adminstrasi bagi  Pemohon dalam

melamar pekerjaan dan menikah nantinya;

 Permohonan  Pemohon  ini  tidak  bertentangan  dengan  moral  dan

kebudayaan  Indonesia,  karena  itu  Saksi  berharap  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan  tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  persidangan

sebagaimana  tercatat  dalam  Berita  Acara  Persidangan,  dianggap  menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; 

Menimbang, bahwa  pada  akhirnya  Pemohon  menyatakan  tidak

mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon  telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

P-9 serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu saksi Lahman, dan saksi Nurul

Fatimah, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil  suatu  alat  bukti  sehingga  dapat  dipergunakan  sebagai  pertimbangan

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan

oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah

Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi  Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga

Pengadilan Negeri  Batulicin berwenang untuk mengadili  perkara permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa

penting  sebagaimana yang  dimaksud di  dalam ketentuan Pasal  1  Angka 17
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Undang-Undang  No.23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  jo.

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  sehingga

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan,  setiap  penduduk  wajib  melaporkan  peristiwa  penting  yang

dialaminya  kepada  Instansi  Pelaksana  dengan  memenuhi  persyaratan  yang

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

 Menimbang, bahwa  untuk  melakukan  pencatatan  perubahan  nama,

berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006

tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  mengatur  mengenai

mekanisme  perubahan  nama,  dimana  pencatatan  perubahan  nama

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56

mengatur  mengenai  pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  dimana  dalam

penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya

adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada

instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan

bahwa  pembentuk  undang-undang  membolehkan  adanya  perubahan  selain

perubahan nama ;

Menimbang, bahwa  inti  dari  maksud  permohonan  pemohon  adalah

mengajukan  perubahan  tempat  kelahiran  Pemohon  dari  yang  sebelumnya

tercantum pada  akta  kelahiran  Pemohon  sebagaimana  terdapat  dalam bukti

surat bertanda P-3; 

Menimbang, bahwa  dalam  bukti  surat bertanda  P-3 tercatat Pemohon

dilahirkan  di  Hulu  Sungai  Selatan,  hal  tersebut  berbeda  dengan  bukti  surat

bertanda  P-5, P-6, P-7 dan P-8  yang mana tempat lahir Pemohon adalah di

Nagara dan berdasarkan keterangan para saksi  dipersidangan pada pokoknya

menerangkan  sebenarnya  Pemohon  dilahirkan  di  Nagara  yang  merupakan

salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Selatan;
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Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan tujuan

Pemohon mengajukan permohonan  merubah  tempat kelahiran Pemohon  yang

ada  di  dalam  akta  kelahiran  Pemohon  untuk  mendapatkan  penetapan  di

Pengadilan  Negeri  supaya  dapat  dicatat  dalam  perubahan  Kutipan  Akta

Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data

diri  Pemohon  dan  keperluan  adminstrasi  bagi  Pemohon  dalam  melamar

pekerjaan dan menikah nantinya;

Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  dengan  permohonannya  ini

Pemohon bermaksud merubah tempat lahir Pemohon tersebut di atas dengan

yang  sebenarnya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  serta  menghindari

kesulitan administrasi bagi Pemohon nantinya, dan tidak untuk kepentingan lain

yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan

dihubungkan  dengan  bukti  surat  serta  para  saksi  di  persidangan  Hakim

berkesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah

sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon

hanya  bermaksud ingin merubah tempat  lahir  Pemohon untuk menyamakan

dengan data diri Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Hakim berpendapat  bahwa  permohonan  Pemohon  dapat dikabulkan

karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana

termuat dalam amar penetapan di bawah ini; 

Menimbang,  terhadap  permintaan  pemohon  agar  memerintahkan

Pemohon  untuk  mengirimkan  salinan  Penetapan  kepada  kantor  Dinas

Kependudukan  dan  catatan  Sipil  kabupaten  yang  terkait,  dengan  demikian

Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait ; 

Menimbang, bahwa  oleh  karena  permohonan  ini  adalah  untuk

kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang

Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
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Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  dan  peraturan

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan sah secara hukum perubahan  tempat lahir Pemohon dari

semula  Hulu Sungai  Selatan,  sebagaimana tercatat dalam kutipan akta

kelahiran  pemohon  Nomor 474.1/680/IS/2008  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala  Kantor  Kependudukan,  Catatan  Sipil  &  Keluarga  Berencana

Kabupaten  Tanah  Bumbu pada  tanggal  29  April  2008  dirubah  menjadi

Nagara ;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk  mengirimkan  Salinan  resmi

Penetapan  ini  kepada  Kantor  Kependukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang

terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam register

yang sedang berjalan;

4. Membebankan  biaya  permohonan  ini  kepada  Pemohon sejumlah

456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 24 JULI 2019  oleh

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin

dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  YURDA

SAPUTERA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Batulicin serta dihadiri oleh PEMOHON.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Hakim,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran---------------------------------------------------------------------------------------------Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-------------------------------------------------------------------------------------Rp 50.000,00
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3.
4.

Panggilan ------------------------------------------------------------------------------------------------
PNBP --------------------------------------------------------

Rp
Rp

350.000,00
10.000,00

4. Redaksi---------------------------------------------------------------------------------------------------Rp 10.000,00
5. Materai----------------------------------------------------------------------------------------------------Rp 6.000,00

Jumlah----------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 456.000,00

Terbilang: empat ratus lima puluh enam ribu rupiah;-----------------------------------------

Halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10


